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DISKRESI POLRI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
Oleh : Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH™

Abstrak

Tuntutan masvarakat agar penyidik Polrt memabami kewensngannys melakukan tindakan

pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan berdasarkan prinstp deni mewujudkan keadilan (Pro
Justitisia), hal ind merupakan wajud mngkaien dndaksn hukum dalam sistem peradilan pidana
(criminal fuxtice syrtem). Peryidik Poln schagai periegak hukum agar tidak rerjadi keraguan dalsm
mengambil tndakan diberi kewenangan yang bersifat personal, berdasarkan  Undang-Undang
Womear 8 Tahin 198] tentang KUHAP Pasal 7 Ayar (1) batir § dan Unding-Undang Momor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negars yang distur dalam Pasal 16 ayat (1) butir | dan Pasal 18, “dapat
mengambil tindaken lsin™, dengan “svami-syaral tormenm”, vang disehul déngon diskiesi Pold.
Dalam melaksanakan mges dan kewenangannys sam ini, dengan berkembangnya lingkungan
strategis tuntotan masyirkal mewujudkan restoranve fustice sehagal suame solusi memenuln rasa
keadilan mesyarakal, peovidik Polri hanst realistis menghaitcan tindaban diskresi dengan
resforaiive frilice. Secara konseplual Resiowalive Justice menipakan suatu model pendekatan dalam
upaya penyelesaian perkara pidana, yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku,
korban dan masyarakat dalun proses penyelesaian perkara pidana. PBB melalul baste principles
mnenilal bahwa pendelestan rewarative justice merupakan pendekatan yang dapat dipakai dalam
sister peradilan pidana yang msional. Di Indonesia Penyidik Polri terkait pola restorarive fustice
hunya melaksanakan kewenangunnys terkail tindak pidana Anak berdasarkan Undang-undang No. 3
Tahun 1997 ientang Peradilan Anak. Dilain pihak, tindak pidana yang bersifat umum dimungkinkan
penyelesaian sccam restoraull, Metode Peaelition. Penelitim ini merupakan studi kasus & Mesuji
den kasus Makam Mbah Priok. Tanjung Priok, Tnkarta Utara, berupa penelitian yang bersifar
deskriptif analiis. Berkaitan dengan pemecahun masaluh, penelition dilskukan melalui dua
metode pendekatan, yakni pendekatan yuridiy normatyf dan yuridis sosiologiv. Masalak dalun
penelitinn ini, (a) Bagaimanaksh konscp diskresi Polr terhadap pelaky tindak pidans berdszarkan
restorative fustice 7 (b) Meagapa perlu diskresi Polni terhadap pelaku rindak prdang berdasarkan
resiorative juiice ! (¢) Begaimanakih swacgt diskresi Poln ferhadap pelaku tindak pidana
berdasarkan restarative justice?. Hasil penelition yang dupal  disimpalkan bahwa (a) Konsep
diskresi Polni terhadap tindak pidana berdasarkan restorative justice diantaranva dengan melakukan
perubshan paradigma reformasi Poln serta konsep diskresi Polri yang demokratis. (b) Perlunya
diskresi Polri terhadap tindak pidana berdasarkan restorative justice dikarenaken tidak ada dasar
hukum penmdang-undangan vang melegriimasi tindskan hukum diskresi melalvyi pendekatan
restorative fustice, meskipun membenkan kemanfzstan bagi keadilan masyarakat, diantsranya
dengin penanganan konflik kejahatan, pencapatan ujuan restoratif, pengembangan mora! dan
kekuatan masyarakat serta adanya peran masyarakal, (¢) Untuk mencapai pemolisian yang efektif
dan fongsional dalam masyaraket, meka dilakukan strategi diskresi Polrl dengan menggunakan
prinsip pemulifian dan bukan penghukuman. Strarept dengan menggunakan prinsip mendahulukan
pemulihan dan penjatban eanksi bersifat memulihkan dan menjauhi sanksi pemenjaraan. Untuk hal
tersebut, guna mencegnh terjadinga penyvimpangan dalam melaksanakan diksresi Polri berdasarkan

"' Kepala Kepolisian Dhaerah ( Kapelda) Tk,
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Fesforative fusiice perlu upaya pengawason maksimal dalam peterapkannya.
Kata Kunci : Restorative Justice

Abstract

Public demandy that palice imvestigators undersiond the ouilorlty in foking oction againsy
perpetrators of criminal acts in the process of invesiigation hased on the principlc af fustice (Pro
Justitisice), this is a form of @ seriex of legal proceedings in the crimingl justice spvtem. Police
investigators, (o take action are given the authority that ave personal, based ot Law No. 8 of 1981
et Crintinal Procedre Code Article 7 Paragraph (1) poing p and Law No. 2 of 2002 an Stine Police
st aut in Ariicle 16 pavagraph (1) paint | and Article 18, that authorizes "may take other action”,
with "“certain conditions ™, wilch referred o the discretion of the police. The related authority with
public demand embodving development of strategic emvironmni resiorative justice, s o solution o
meet the needs of the community's sense of justice, Police imvestigators need to be realistic to fink
the act of discretlon with rextorgiive justice. Unnceptually Restorative Justice i a model of
approgch in solving erimingl cases, which focuses on the direct participation of the affender, victim
el community, in @ crimingl case sefifement process. UN referved to havle principles that have
Beetr outlined fn i is considerad that the approsch of restovative justice is an approach thal can be
used I a rational crimingl fustice systene In Indonesia Police Investigators linked pattern of
restorative frxtice enly exercise its powers relaied criminal offense Children undor Lew Ne. 3 Year
1907 un Juvenile Justice. On the ether band, the eriminal act of a general nistire made possible e
completion of the restoration. The method research, This research is o case siudy in Mesnfi and
Mhah Priok case, Tanjung Priok, North Jakarta It was a deseripibve amalytical siudy Associated
with problem solving, the research covrled owt by two methods approaches, mamely norsalive
juridiced and soclological juridical, The Prablem in thls  research {a) How does the cancept of
pollee discretion againsd eriminaly based restorative fusilce? ib) Wy shonld need the diserefion of
the police against criminals based restorarive fustice” (o} How police discrefion siralegy againsd
eriminals  based rexiorgtive justice?. Ouicomes research Bl B8 o way  found  thet (a)
Tronbleshooding this divseriution, It was conclded et the concept of police discretion of the
offenses based restorative fustive paradigne mclade raking changes w0 police yeform and
demveratic policing concepts diseretion, (b) The need of police discretion of the offenves baved
restarative fustice hecanse there iy no legal basts for leglelation that legitimize discretionary legul
action through the restoration of fustice approach, although providing bengfits to soclely of fusticr,
including the handlimg of conflicts af crime. restorarive goal achivvenment, and moral develagment
af the commmmity and sirength the role of commumity. fc) To achicve an effective and functional
poliging in the communmity, then the strategy carvied police discrefion by wving the privcipie of
restoration bl not condenmaiion. Strategy by using the pringiple of putting the recovery and the
imposition of sanctions Is to recover and avoid imprivenment sanctions. For this, in order 1o
prevent the oceurrence of irvegnlarities In the implementistion of restorative justice based diksresi
poltee need maximum control efforts in implement it

Keyword : Restorative Justice

. PENDAHULUAN dan fungsi kepolisien khususnya berkaitan ke-

wenangan penyidik Polri yang diator dalum

A. Latar Belakang Permasalahan
Beragamnya tindak pidans berupa keje-

hatan maupun pelanggaran di Indonesia, ber-

implikasi terhadap pelaksanasn tugas pokok

B2

Undang-Undang Mo. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indnesia dan Un-
dang-Undang No. 83 Tahun 1981 fentang
KUHAP. Tuntutan masyarakal, agar penyudik



Diskrend Palei Terbodep Priaka Tindsh Fdana

Polri semakin professiopzi zias Kewsenangin-
nya sehogai p:'n}erLL mmagtn dalam melaksa.
nakan proscs peoyidikan tethadsp mntu tindak
pidana, meka dalam melokukan proses penyi-
dikan terhadap pelaku tindak pidana, pemyidik
wajib bertindnk cormat agar ndak melanggar
hak nsasi vanusia, berdasarian prinsip demi
mewujudian keadilin ' Hal il merupakan
wiejod rmgkaian  tiodakan  bukum dulaem
kerangka penogakun hukum lehindap peliku
tindak pi-donu delam sistem permdidan pidana
(criminal fustice syatem)
Dalam melalsanskan tugasny, ponyidik
Polri diberi kewenangan yang bersifat perso-
nal, herdasarian ndang-Undang Nomor B
Lahin 1981 tentang KUTIAR Pasal 7 Ayat (1)
butir §, dan Undang-Undang Somor 2 Tahun
2002 Len 2 Kepolisian Negam Republik In-
donesia’ Passil 16 ayar (1) butir 1 don Pasal 18,
berupa kewcnangan “dapat mengambil tinds-
kan lsin®, dongan “werstesvarnl lertentu®,
yang dischur dengun tstiinh diskresi kepolisi-
an
Berdasarkan (ndang-Unidang Nomor 2
Tahun 2002 tewiang Kepollaitn Negnrn Ppsagl
13 dischotkun: Tugas pokok Kepolimon Nega-
ra Republik Indancsia adalah
a. Memelibora keamunan dan Keteniiban
Frigsy arnk al
b. Menegukkan hikum dan
¢. Membenkmn periindungan. pengayo-
ety dian pelnvenan keymda masvarakat
Dalam mnghks melaksanakan fugasnya,
anggota kepalizian dasay moralnya sdalah kea-
dilan. Penyidik Poir, dalam melakukan tnda-
kan hukum berkewajiban bertindak tidak -
kriminatif, sesuai asas eguaaline h-.;ri'-m' thia haw,
dm.djj Sestim Kemmaiinn bk *
Tugas Penyidik Paln mewjudkim sup-
remast hukum dan mendggakkan HAM, dalam
implementasinya mempakan matn rmntad vang

© Adriaiat Melials, (20085) Parsaigms Polri: Dol Abti
Kebmertom Mespoali Al Kolyal, Kemiirus Pariter
.Iif,t..hi.lm .hal: 13

lhﬂng-llrﬂng Heilnisy Acams Malans (KUTIAF)

ety Mamner 2 Tahiis 3002 te=tang Kepoli-

FHHEFI.M Trliammesba

Adbriarmin Metiala, (20043 Tergs Mewpabokan S
waar Nefrmail Pl Kemifireoay Sarverchip,  Jakera:
Eileraiciae. bl 53

Busy F. Semple

Menomit Artidio Alkostar;” "Dalun ms-
wyarakat mademn yang  memiliki konstitust dan
perunghut biikim, keberadsan institusi kepaoli-
stan tdak bamys mendapat legiimas mord,
tetapd lebih felas lapi yaitu memporolch man.
dar hukum unink mclndmokan ondakun yundis.
Mandst hukum wrhadap kepolisian memiliki
landasan konstimsions] drssngkan dalem n-
dang-Undang Momor 2 Tabun 2002 wnlang
Kepoiizian Negora, Tegaknye hok ssasi mami-
sia tetap menjadh fokuus acusn dar gy wanma
kepolisian.”

Konseptual leginmasi kewonangan: nsti-
tusi Polrt wrmasuk Penyidik Polrd, bertujuan
uniuk menjpmin icmib dan fegaknye hukum
serte lerhinanye keetentramon mpsyarsknt gusn
mewtudkan keamanmn dan ketertiban masya-
o dalam rangka tempelibamnys keamanan
dalam negeri dan tercapuinya ujunn nasional
dengan menjunjung tingg HAM yang berkea-
il

Thomas Aquines,* berpendapat, hikum
yaung Herintikan oo (kcodilan), mutlak me-
rupakan akal, ynng texdin dan  nesrifio
chistribnitive (keadilan distribusif), fustitia com-
pmagresive (Readilan komutaif atou ukar men-
kar} don (uadiide  lepalie (keadilds  hulumd,
vang menunjuk pads kenatan terhadap hukion

Pewvidikc Paln dalom melaksamakan toe
gas dan kowenangannya ticuk terfepas dan pe-
nganih | ngkungan strategis ternmma dengan
berkembangnys tuntutan pencrapan keadilan
FeELOmEE (retfomuneye frsfice k. KOmse) resioro-
mive fustiee i dumin intermasional, . diverapkan
sobapal srmegi mencan sofusi rerhadap kehu-
fubinn memmesulil s kesidian masvarskal me-
lalin sistem permdilan pidoms (primimald jfuxtice
TVt

Memune Lukman Haman' “Perwajudan
penerapan revioraiive patice dalin orimingal

' Anidis Alkssier (J00Y) Mewdangin Kulnr Pofr
Yang Bevorirmasi Madmi. Yopvakaria Cerma UP, bl
5}
¥ Thowma Aquines dalam bl Denu Yudbo Dok,
(A, Kadylphom Polinnl Pk of Baolensiin, Jokerin
Pamaacr Press, hual 2

DM Sitampul Irend Pal (200403, Hoberapa Tiggas
g WWpwveanng Polrs, Jahwrin: Dividl Pesbinaan Hu-
foum Folrd, kul. 98
" Lukmwn Hanan (2007), Fukse dow Keadifan (Doelom
Pernmplilf Sovinbapglil, laloartn: [Ydasmed Presa, hal 07
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Justice syxiem (sistem peradilan pidana) ber-
kembang amtara lain & Jepang, Philipina, Ing-
gris, Amerika Serikal, Australia, New Zealand,
ltalin, Skotlandia, scria Arab Saudi. Babhkan
PBHE telah membasilitasi Resrorarive Justice
dan Konferensi Masa Percobaan, di Warsawa
tanggal 2 Desember 2003", Dalam kongres se-
tiap lima tahun sckali oleh PBB dengan lema
Comgress on Crime Prevention and The Trear-
mrtt af Offenders yang bertujuan untuk men-
diskusikon tentang perkembangan kejzhatan,
penanggulamgannya dan penanganun pelaku
kejahatan.

Pads kongres yang diselenggambkan di
tahwen 19940 dan 1995, beberapa lembuaga swi-
daya masyarnkat dar beberapa negara men-
sponson sgjumlah sesi pertemuan untuk secara
khusus berdiskusi temtang restorative fustice.
Pada Tahun 1995 di kongres PBB yang dilak-
satiakan i Kairo, secara tajam dan mendalam
dibahas hal-hal yang teknis berkaitan dengan
penggunann pendekatan restrative fushice da-
lam penangenan perkar pidana. Pada kongres
yang digelar tahun 2000 dihasilkan Linited Na-
fien, Basic Principles O The Use OF Restora-
tif Justice Programmes In Criminal Moty
vang bensi sejumish prinsip-prinsip mendasar
dari penggunaan pendekatan resterative justl-
e

Rextorative Jugtice mempakan saaitu mio-
del pendekatarn dulam upaya penyelesaian per-
kara pidana, yang menitikberatkan pada ada-
nya partisipasi langsung peluku, kothen dan
masvarekat dalam proses penyelesaian perkara
pidan. Terlepas dari kenyataan balwa pende-
katan ini masih diperdchatkan secara teorelis,
akan tetapi pandangan ini pada Kenyutaainnys
berkembang dan banyak mempenganibi kebi-
jakan hukum dan pmaktik di berbagal noga-
. Pendekntan restorative fustice dizsumsikan
sebagai model dan mckanisme yang bekena
dulam sistem peradilan pidana dalam mena-
ngani perkara-perkara pidana pada saat i
Pendekatan restorative fustice inerupakan pen-

¥ Apong Merlina, (2004, Resweutive Justice, tumal
Eriminglogh Indenesia. Vol 3 No. [l September 2004,
kal. 127 )

W Ehaimd Salel Amean, (30104 Perdembuppun St
Peraditan Pideas of frdomesio, Jakara | Pamator Press,
hal. 95

Rd

dhekatan vang dapat dipakai dalam sistem pera-
dilon pdana vang rasomal serta memupakan
suity kerangka berfikir yang baru yang dapal
digunakan dalam merespon sumu lindak pida-
na bagl penegak dan pekerja hukum.

Proses formal pidana ynng makan waktu
lamn serta tidik memberkan kepastion bagi
pelaky meupun korban, Gdak serta meria me-
menuhi mavpun menulibkon hubangan anars
korhan dan pelaku, Sementurn ini, dalom pro-
ses pidana konvensional hanys menjadikan
korban sehagai saksi dalam tingkat persida-
ngan yang tidak banyak mempengarubi pub-
san pemi

Endaquﬂ:un hasil penelitian Mahkaimah
Agung'! tentang Mediasi Penal pada bulan Ju-
wi-Juli 2011 & wilayah hukem Pengadilan
Tinggi Palangkamya, Mataram, fambi, dan Se-
marang. ditemukan bahwa; “Keadilan restora-
tif diterima sebagai suluh sau konsep penyele-
sadan kasus pidams olch PAB pada tahun 2000,
Sctelah pengakuan 1w, semakin banyak negam
yang menerapkannya dalam memngani perks-
rm pidans. Resrorative fudfice merupakan mo-
del penyelesmun perkarn pidana yang menge-
depankan pemulihan korban, pelaku dan mio-
synrakat. Prinsip utama restorative justice pda-
kah mckanya partisipast korban dan pelaku, por-
tixipasi worgn sehigni sukorelawan moediator
atau fasilitator penyelesaian kasus. "

Sementara inil, keadilan dimaknai scba-
gai proses pencarinn pemecahon masalah yang
terjadi ttas snatu perkara pidana dimana Keter-
libatan korban, masyarakat dan pelako menjadi
penting dalam wsaha perbuikan, rekonsilissi
dan penjantinan kKeberlangsungan usaba per-
baikan tersebut. Lndang-Undang Kekuasazn
Kehakiman'* dengan tegas menyebutkan bah-
wi hakim wajib menggali milai-nila yang hi-
dup dalam masyarakat, Dorongan masyarakat
acapkali bizn menyadarkan apamat pencgak hu-
kv umtuk mengedepankan resdforalive (usrice.

! Darmioko Wit Witsbo & Arva Puira Negam Kalaws-
pinggim, (201} Phivkeent Makim,: Sebual Introamen M-
wrycikkon Keoublan Swhatamly dofam Perkrg-Perkina
P, Bandung: Allsheta, hal. §26
"7 Muladi, (2007) Kepir Sebokn Sinsent Peratitans Pidka
pup, Sermoreng: FH Lniversias [iponegon, bhal, | T
* Undang-Undong Somor 48 Talieti 2009 Temtang Ke-
kuasaan hehaksmnmn
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Dari beberapa implimentasi penegakan
hukum yong dilakukan diberbagm negara mﬁ
telah menerapkan model resforarive frstice,
nampaknyn peniing kiranya dalam pencrapan
sistemn perndilan pidans di Indonesia untuk
mempertimbangkan model restorative justice
dalam penvelesaian peristiwa tndak pidana,
serin dengan  memperumbangkan  nilai-mia
perilaku masyarakal dalam penerapan hukum
yang hidip dalam masyarabal,

Pada aspek yang loin jika perisuwa ho-
kum pidang diksilkan dengan nilai ckonomis-
nyn. sengat memungkinkan jike Penyidik Poln
(schagal komponen crimes fustice svste) da-
fam  melaksanakan undakon hukum erhatlap
pelaku tindak pidana  dapatl memperpunakian
kewenangan  divkresima melalu pendelatan
berdasarkan restorative Jutiice

Dalam Dl pencgakan hukum terkair sis-
tem peradilan pidans i Indonetid berdasarkan
KUHAP, pada sant Penyidik Polri melaksana-
kan kewenangannya melakukon tindaksn dis-
kresi terbadap pelaku tindak pidana melalui
perdekntan  berdasarkan restoranive  fuerice,
adu hal-hal yang harus dipertimbangkan, meli-
puth: dasar filosofis tindsken penggunaom dis-
kresi, aspek zosiologis pendekatan berdasarkan
restoraiive fustice, akibat penggunosan resfora-
tive fustive, sera kemungkinan lahimya legali-
tas terhadnp penerapan restorative fustice oleh
Penyidik Polri melalui peraturan perundang-
undnrgan,

B. Rumusan Masalah
1. Ragaimanakali konsep diskresi Polr
terhadap pelaku tindak pidans berda-
sarkan resioradive fiviice ?
2. Bagaimanokah strategi diskresi Poln
terhadep pelaky tindak pidana berda-
sarkan rextarnfive fustice T

C. Tujuan dan Kegunaon Penetitian

l. Tujuan Penelitian
a. Uniuk menganaliss konsep diskress

M QM. Conems, (2009), scbugaimans dikitlp oleh
Lubud M P Pangaribuan dalam Loy Juelges daw Fakim
Ad Hoc, s siadi Fearmily Momioand Sloes Peradiiom
Pidong fudoneads, Jpkarts @ FH PFascnsanana L] dan
Fapas inar M insmd, kal &5

Romny F. Sowpie

Polri icrhidap pelaku tindak  pidana
berdasarkan restarative justioe,

b, Untuk memahani perlumyn  diskresi
Poln tethadap pelaku tindak  pidana
berdasarkan restorative frtlcs,

¢. Unwk meoganilisa sirategi  diskresi
Poln lerhadap pelabu tindak  pidanm
herdasarkan restorative fusiice.

2. Kegunuan Penelitian
Penelinn i diharupkan dapat mem-

benkan manfaat baik secom teoritis praktis

dan secara yuridis, antara lain :

8. Secam temitis
Penclitim my diharapkan menjadi sum-
bangsih pentikiran dalam konsep dis-
krexi Polri terhadap  pelaku  tindak
plifaiza  benlasarkan  sesforalive -
'y

b Secara prakiis
Penclitian ini diharapkan dapat mem-
betiken ambahem penjpctahuan di kala-
nEan prokiisi, ioTuiang SpRMr negarE
dmn parn pencgak hukwm (polisi, jaksa,
hakim scria pengacars ) dulam mclaksa-
nakan resforarive fustice terhadap pela-
ku tindak pidana.

€.  Sccary yunidis
Penelitian ini diburapkan para penve-
lenggarm penegak hukum  khususnya
Palr dapal menjadi teladan guna me-
wujndkan strutegi diskeesi Polr terha-
dap pelaku tindak pidana berdasarkan
FeSTOruiive Jusdice.

[l. KERANGEKA TEORI DAN KONSEP
A. Keranghka Teori

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidwow® merupa-
kan salah s6m teon berkatan dengan upa-
va pengendalion kejshatan melalui kenja
sama dan koordinasi &i antam lembaga-
lembaga vang olch undong-undang diberi
fugss uniuk e, Romponen dtama dan sis-
e peredilan pdana bemangpung  jawab

" lisdhriyunto Semo Adi (20051, dral Stiem Poraddan
PMdgra, Takaria: Kamsr Peopaees & Konslian -
bammi, Profl Cmar Sonan Adjs & Bokan, hal. 1 ha
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atas fungsinya masing-masing dapal diu-
rikan ke dalam; fungsi penyidikan (men-
jaddh wewennng kepolisian), fungsi penun-
nitan (wewenang kejaksaan), fungsi pera-
dilan {wewenang Mahkamah Agung/pe-
nguadilan), fungsi pemasyarakatan (wewe-
nang lembaga pemasyarakatanKemente-
rinn Hukam dan TTAM), dan fungsi be-
niuan hukum (wewenang advokat),

Marjono Reksodiputra®” berpendapat
babwa;

Sistem peradilan pidana sdalab sis-
tem pengendalian kejahatan yang terdin
atas lembagalembaga kepolisian, kejaksa-
an, pengadilan dan pemasayarakatan ler-
prdana.

Menurut Muladi'"s bahwa  schagm
sistem, perndilan pidans mempunyai pe-
rangkat strukiur atau subsistern yang scha-
rusnye bekerja secara koheren, koordinatif
dan integratif agnr efisicn dan efektif. Sub-
suhsistern ini berupa polisi. jaksa, pengaii-
lan, penasihat hukum dan lembaga koreksi,
baik yvang sifatnya institusional maopun
yang won-institusional,

Sistem peradilan pidana merupakan
terfernahan dani Criminal Juvtice Svatem,
sumty  sistem yang dikembangkan elch
praktisi penegak hukum (Law enforcement
officer) i Amerika Serikat. Menurut
Black's Law Dictionary™ s Criminal Justice
Svateme i the collective institurions through
which an gecused offenderpasses until the
accuvations have been disposed of or the
asvessed pumishment concluded. The svs-
tem fypically hay have theeo components:
law enfurcement (police, sheriffs, mar-
shals), the fudicial provess (fudges, prose-
curors, defense lawyers) and corrections
fprison offficluls, probation officers and pa-

" mardione Reksodiputro, (199, Sigen Peradiian
Pidars Mdoreita (Peraman Peregut Mubew Melnogn
Kefatuniaon), daln Had Arasi Momesia dalam Sinem
Peraditan Pidona (buku [I), Jakarta : Pusat Pelayanan
keosdilen dan Pengabdinn Huinem UL bal. B2

T atuladi, (2009) Demokrani, Hak draz! Mamaris, don
ﬂWHﬂmd Irdemisls, Jakarsa: Media Prees.
hal, 11

Bovan A Garner, (1958) Lubbock (Kamur Hukum),
Texms: 1.5 Lawyer Lexico grapher. p &

BO

role officers). (Sistem peradiln  pidana
adalah institusi kolektf, di mana seorang
poluka tindak pidana melalul suatu proses
samipal. tuntutan ditetapkan atan penjatuban
hokuman telah diputuskan. Sistem ini me-
miliki tiga komponen, penegak hukum (he-
palisian), proses persidangan (hakim, jaksn
dan advokat), dan lombaga pemasvamka-
tan (petugas pemasyarakatan dan petugas
lembaga pembinaan).

1. Resiorative Justice Model

Restorative justice merupakin pe-
mikiran mendasar yang mencakup berbi-
gal cmosi manusia lermasuk penyembu-
han, belas kasih, pengampunan, rekonsi-
fiast seria sankst bile perlo (udak mesa d
penjara). Resorathve fustice menawarkan
proses di mana mercka yang terlibal peni-
laku tindak pidans ahou keiminal atay e
e, baik ita korban, pelaku, keloarga yang
terlibol abmi masyarakat luas, semos -di-
perfukan untuk berpeiuang dalam menye-
lesaikan masalah yang terjadi, scbagni
lzngkah bijaksana guna menyelesaikan ma-
galah hukom dan saling berhubungnn.

Restovative justice merupakan upaya
komunal vang Ictwh luas yang berosaha
untuk mewujudknn kesetaraan dan keadilon
bagi semua omng melalui keadilan trans-
forreatif,

Restorative fustice mesunat Tooy F
Muarshall™: Restorative Justice Is a process
wherehy ol the parties with u stake in @
particular affince come wgether o resalve
eelfectively how o deal with the aftermath
of the offence and its implication for the fu-
mre” [Restorofive  Justice adalah sebunh
proses dimana para pihak yang berkepenti-
ngan dalam pelanggaran tertentu bericmu
hersama untuk menyelesaikan persoalon
sccarn bersama-snma hagaimana menyele-
gaikan akihal dari pelanpgrran wersebut de-
mi kepentingan masa depan). Menunit Van

¥ fohn Braithwaite, (2002), Revtorative Jurtice and
Responsive Regutation, New York : Oxfond Umiversicy
Press; Oxford, p. 63

* Ihid, p. 79
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Mess®' dari Kanada: Rexforasive justice ads-
tah Teori Keadilan yang mengutamakan pe-
mulihan kerugian akibat penlaku jahat, di-
mana permulihannys tuntas melalui proses
yang inklusif dan kooperatil

Konsep restorative fustice tidak mem-
fokuskan din pada kesalahan yang telah lalu,
tetapi  bagnimana  memecahkan  masalah
anggung jowab dan kewajiban pada masa
depan darl pelaki. Model perlawanan di-
ganiikan olch model dialog dan negoisasi
Penjeraan diganti rekonsilias dan restorasi
sebagai tujusn wmma. Masvaraks diangpap
merupakan fasilitator didalam proses reio-
rative dan peran korhan dan pelakn diakui,
Stigma horus dibapus melatui tindakan res-
forarive dan kemungkinan selalu terbuka un-
tuk bertobat dan memaafkan asal mercka
membantu perbaikan situast yang dinkihal-
kan olch perbumtannya.

Menurn I'-!Iularh" Restorafive Justice
bertujunn: memberdayvakan korban, dimana
pelaku didorong ager memperhatikan pemu-
lihan, Restorative jfustice mementingkan
terpenuhinya kebutuhan material, emosional
idun sosial sang korban,

Teori restoraitve fuslice memundeng
habwa kemhatan itu merupnkan pelanggaran
terhadap kemanusian, sehinggn pemvele-
saiunmyn pum homs secara manussanw,

Restorative fustice merupakan pen-
dekatan pemecahan masalah uniuk kejahs-
lan yang melibatkan para pihak sendin,
don masyvarsks! umummye. dalam hubu.
ngan aktil dengan badan-badan hukum.
Restorative fustice dapar dilihat sebagai pe-
radilan pidana tertunum dalam komeks so-
fial, dengnn tekanan pada hubungsnnys
demgan komponen lain, daripada  sistem
tertutup secam terpisah. Sccara umum di-
gunakan secars internasional bahwa resro-
rative justice adalsh proses dimana piluk
yang memiliki kepentingan dafam suptu

*! Bunsenberg, B., (2000), Fictim-affinder mediasion i
Geermary, fn Filetr-Chfordler Adadfimrton in Europe (The
Ewrogrear Forwmn jfor Fictim-Offender Mechation and
Restorative Jfistice, o, Belghm Leuven L niveruty
Press. p. 258

“ Muladi dan Bads Nuwaws Anef, (1992), Ringo
Rampai Hukws P, Alams, hal. 137

Reway I Sompiz

pelangearan lertentu secarn kolektil me-
ngatasi bagaimana menghadapi akibat dari
pelanggaran dan implikasimya untuk masa
depan.

Beberupa prinsip-prinsip”’ yang ber-
laku secnrn universal vang melekat dalam
konsep pendekatan restormiive fustice da-
lam penyelesaian tndak pidans, mtsra
lain: Prinsip Penyelesaian vang Adil e
Process) Perlindungan yang Setara, Hak-
Hak Korban perla mendapar perhatian,
Proporsionalitas, Praduge Tak Hersalah,
serta Hak Bantuin Konsultasi atau Ponasi-
it Hukaen,

. Teori Hukum Progresil

Teon hukum progresif, meropakan
gagasan Profesor Satjipo Raheirdjo yvang
galau dengan cnim penyelenggaraan hukum
di Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo™, pemiki-
ran hukum perfu kemball pads filosofi da-
samys, vamn hokum unuk manusin. Des
ngan filosafi tersebut, maka manusin men-
jadi penentu dan tilik onentasi hukum. Hy-
kum bertugas melayvani manusia, bukan se-
balikoyn Hukum buken merupakan insti-
tusi yang lepas dan kepeatingan munusia.
Kualitas hukum. ditentukan oleh kemam-
pununys dalom mengabdi pada kesejahte-
faan manusia  Inl menyebabkan hukum
progresit menganit ideologi: hukum yang
pro-keadilan dan hukum vang pro-rakyat,
Dengan ideclogl ini. dedikasi parn pelaku
huknm mendapa tempat vang utama ook
mzlakukin pemulihan.

Dalam hukum progresif™, PIOSCs pe-
rubahan tidak lagi berpusat pada pernturm,
tapi pada kreativitas pelaku hukum meng-
aktualisasi hukum dalam mung dan waki
yang tepat. Pamn pelaku hukun progresi
dapat melakukan perubahan dengan mela-

5 Eryanto Wihid, (3009 Kevitan Sestiretive don Pera-
il Komvenional dataon Fidiow Pldkma, Jnkorta @ Urs-
werutes Trisake, hal, |52
2 dic, al. 137

Saciptn Rahatjo. (2004), “Nikom Progresf (penfels-
Joabart Suatd Gagasey, Makalsh disopaiksn padn
acars Duragm Alurms: Program: Dokter [om Haloom Un-
dip Semaring. waiggal 4 Sepiember 3001,

B
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kukan pemnknaan yang kreatif terhacap
peraturan yang ada, tanpa harus menunggu
perubahnn peruturan {rhanging the law),
Peraturan yang buruk, tidek haros menjudi
penghalang bagi parn pelaku hukum prog-
resil untuk menghadirkan keadilan ok
rakyat dan pencari keadilan, karena merckn
dopat melakukon interpretasi secara ham
setiap kali terhadap suatu peraturan.

Konsep hukum Iu'ngrmll"“. fidak se-
kali-kali menafikkan peraturan yang eda.
Hukum progresif mersnghul, baik permu-
ran maupun kKenyataan/ kebutuban sosial
schagai duz hal yang harus dipentimbang-
kan dalum tiap keputusan,

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,
SH,” konsep hukum yang progresif, hu-
kum tidak mengabdi bagi dirinya sendin,
melxinkan untuk wjuan yang berada diluar
dinoyi. Oleh karena i, hukum progresii
meninggalkan tredisi amalyticel jurispru-
dence st rechivdogmatiok yang cende-
rung menepis dunia di luar dirmya, seperti
manusia, masyarakaf, kesejahicraannya.
Hukum progresil memiliki sifat responsil
Dydlam tipe vang demikian i, regilesi b
kum akan selaly dikaitkan dengan tujuan-
ojwan s=osial vang melampaul narmsi teks-
tual sturnn. Oleh korens hukum progresif
menempatkan kepentingan dan kebutuhan
manuss’ mkvat scbagai tink onentazinya,
maka ia hanis memiliki kepekaan puda
persoalan-persoalan yang timbul dalam hu-
bungan-hubungan manisa, Salah sato per-
soalan krusial datom hubungan-hubungan
soaial adnlah keterbelengguan manusia da-
lam struktur-struktur vang menindas, baik
politik, ekonomi, moupun sosial budava
Dalam kouteks keterbelengeuan dimidksud.
hukyitn progresil hanis tampil sebagai ins-
titusi vang emansipatoris {membebaskan),

Sifat hukum progresil vang meng-
bendaki kehadiran hukum diksitkon de-
ngan pemberdavazn schagn tujuan sosial-
nya, karenanya, hukum progresif juga de-
kat dengan social engineering dari Roscos

™ Jhid, hal. 26
. tjipte. Rubnrdio {2013) Huksm daw, Pervhahan So-

i Swvoe Tiigfrean Feorid Serra Pevngalumam-Perga-
fpsatzane ol facdoresia - Handang, Alumni ksl &7

L.}

Pound™. Usaha social engineering diang-
gap sebagai kewnjiban uniuk’ menemulionn
cam-cara yung paling baik bagl memaju-
kan afau mengamhkan mosvamkar Hu-
kum, sesungguhnya memiliki potensi yang
cukup besar untuk melakukean perubaban
sosial secara terencana. Sclain memiliki le-
ealitas formal, hubum juga mempunyai ke-
wenangan pemaksa vang dalam bekemanya
didukung aktivits birokrasi,

Dalam kontek pendekatan teori ho-
kum progresif | terkait penggunaan disknes:
Polrl melalui pendekatan restorarive fush.
ce, maka memadi penting menghorelnsikan
dongan toori hukem progeesif. Teor hi-
kum progresil, lebih menguiamakan tjuan
dom konteks ketimbang toks-teks aturan
semath, maka sodah feniu soal diskresi
menjudi sangat urgen dalam penyelengga-
raam hukum. Thomas Aaron™ menimuskan
diskresi schagai: "... power autharily eon-
ferved By law to action on the basie of jud-
gement or comcience, and i twe (8 more @
ictea of moval thall faw.

Dulam penerapan diskresi bordasar.
kan restorative jurtice, oleh pama penegak
hukum Penvidik Poln dituntol untuk me-
milih dengan hijaksans datam hal keham.
samnya  berindak. CHontas  kKewenangan
berdnsarkan aturan-mturan resmi, dapat di-
pakii sebagni dasar umtuk menempub carn
yang hijaksana dalam menghmnpin kenya-
taan tugnsnya berdasarkan pendekatan mo-
ral restorarive justice daripada ketennan-
ketentuan fonmal,

Digkresi bagh Penyidik Polri sebagai
penicgak hukum mermpakan fakior wewe-
nang hukum yang dijslankan secara ber-
langgung jawab  dengan mengutamikan
penimbangan moral dan pada peraturan
abstrak. Diskresi yang dilukokan seorang
Penyidik Polri, semara-mata atas dasar per-

 GIM, Corem, (2009), sebaguimans dikitip cleh
Lubut M P Pangurisusn dalam Loy Sudpes dan Hakim
A Woc, suin stull Teoritis Mevyenad Sixtenr Pergalian
Pidara fudoweris, Jogans ; FH Pascssarjuns Ll don
Poaguis Sinur Minani, hal (98

B Chrls Cunieen & Carolyn Hoyle, (2010), Debating
Resworante Sosrree, Oxfond Ponland Oregon: Hapd Pub-
fishing p 70
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nmbangan kegunaan dan kefungsian nnda-
kan dalsm mencapal tujuan yang lehih be-
sar demi menjaga kewibawaan hukum i
sendiri. Menunit Louis A Redelet,™ “Law
is mot an end in itvelfl Properfv undors-
food, 1 05 @ mecns fo hgher ends in honan
afffir, much as good order fusice ... " To-
juan keadilan, vang bermuman kepastan
hukum dun keserasian hukum alom, dapat
dijadikan dasar pengembongan oleh Penyi-
dik Polr dalum penafsinm mengenaj pe-
nyelenggaran diskresi berdasarkan resiova-
fif justice yong merupakan kelengkapan da-
ri fistem pengaturan ofch hukum itu sen-
dir.

4. Ihskresi

Menurut  The Contempovary  Law
D.tﬂ.ramu.r_q.-” (Kamus Hukem Koatempo-
rer), disereation, suaty keputusan pimpinan
afas dazar hikmal den hati nurani. Sedang-
kan berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administras Pemenntahan Pasal 1 butir 9,
Diizkresi adalah Kepuiusan dan/atau Tinda-
kan ymng ditetopkan danfatau dilakukan
olch Pejabat Pemerintahan untuk mengata-
si persoulan konkret yang dihadapi dalam
penyelenppaman pemetintahan dalam hal
peraturn perundang-undangan yang mem-
beriken pilihan, tidak mengatur, tudak leng-
kap nton tidak jelas, don/stau adanya stag-
nasi pemenniahan,

Menurut Bryan A Gamer, mende-
finisikan diskresi sebagai berikut: "4 pub-
fiv officiels power or righi le acl v oor-
fain circumstances according to persanal
Judgment and conyelence.

Ada tiga jenis diskresi vaiiu admi-
mistrative discreation, fudicial discreatis
et coned prnveciriarial discreoiion.

Menurut Walker', hahwa: Diskres)
sebhagal wewennng vang dibenkin hukum

* fhiad, p. 93
Y W) 8 Poerwardarmints, (2007), Kowms Uiy Ho-
s Inchomeriot, Jakara: Bolst Pustaks, bal. 56

© Thamima Anrom, (V0D The Coimtrad of Palle Disere-
rion, Spnnyfield: (Tarles U Thomas, p. 84
) Dhavid Miers, (2001), An Tnternatiomal Review af Rox-
faraited Meetied, e Redfichon Rescarol. Sevder Pa-

Ranmy F. Semple

untuk bertindak dalam situasi khusus se-
sual dengan penilaian dan kata hati ins-
tunsi atau petugas i sendini. Dan diskresi
menipakan kebijakan dan pejabat yang
intinye membolehkan pejabal publik me-
Inkukan sebuah kebijakan yang melanggar
undang-undang, 3 dafam hukum admi-
nistrasi  diskresi sering  disebut  schagai
“fredes  ermessen”  (kewenangan  bebas)
yang aslinya "Ermessen”, kemudian diter-
jemmhkan menjadi Diskresd.

Menurat Kenneth Cole Davis™ Dis-
krest: “Diseretion means that one is free
ta make choices. The making of cholces
among o momber of possible courses af
eretiois, (Diskresi berari kebebasan untuk
momilih. Perbuatan terscbut  merupakan
kehetssan uniik mennlih satu dan bebera-
pa tindaken yang akuan dismbil).”.

Dalam prakieknyva, diskresi dinplika-
sikan antars km :

g, Discrenon av judgement | Diskresi se-
bagai putusan

b, Discrevion a3 choice/Diskresi sebagai
pilihan

¢, Diseremon  ar  discernment/Diskres)
sebagai keahlian

d. Riscrevion as liberry | Diskresi sebagai
kehchasan

¢, Discreiion ax loense | Diskres) seba-
Al

Menurt Prof. Dr. Zudon  Anef
Fakhrulluh, SH, MH", diskresi adalah pe-
ngambilan keputusan dalam bentuk meni-
int, mengukur, mengambil tindakan un-
tuk. menyclesiikan persoalan, Diskresi ter-
scbut meemiliki g lingkup schagal be-
kil
o Tindakan/kepurusan rersebut dilakukan

ketika ada sebush peraturan yung mem-
berikan pilihan (diskresi terbatas),

e 10, fary Webh, od., Home Offce, Paliceng and Re-
ducing Crime Unit, Ressamch, Development and Statis-
tig Directorete, Clive Houwse, London | Petiy France, p.
108

* Dovad L. Carter, (1999), Dvwerri Teoritis dalam Pe-
dipalahgaan Wenverarg oleh Peivpar Polisl, Jakirna:
Ciira Managgal, hal |18

** Fudan Arief Fakhruilah (2001), Hum Adminiora
dign Pemprintaian Dasval, kulinh 83 Hudosn Universi=
ias Borabudur, 20 Ciktaber 200 |
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b, Tincdakumylkeputusan terschut dilakukan
karcna tdak ada peraturan.

¢ Tindakan/keputusan tersehul dilakukan
knrena peraturan tidak jelas’ tumpang
tinaib.

d. Tindakankeputusan diambil guma ke-
pentingan yang lebih luas karena mda
stignasi pemeriniahan

B. Konsep

Keranghka konsep ini dimaksudkan untuk
menyamakan persepsi vang ditdentikkan se-
bagal definisi operasional. Adapun kerangka
komseptual tersebut schagai berikut.

a.  Diskresi adaleh kebebasan uniik me-
milib sat dari beberapa tindokan yong
wkan diambil. Diskrest merupokon sua-
i kcbijakan vang harus dinmbil oleh
penegak hukum karena situasi nyats di
lapongan, sustu kewcnangan berupa
kebobasan bertindak dnri pejabat nega-
ra atan mengambil keputusan menind
pendapat sendiri demi untuk melayani
publik dengan penuh langgungjawab.

b. Polri, ndafah hadan pemerintahan yang
bermugas dalam memelihara kearmanan
dan  ketertiban  umum  (menangkap
orang yang mekanggar undang-undang,
dan sebagainya), snggota badan pome-
rintah (pegawai) negars yang bermugas
menjaga keamanan Degara.

Drakarn istilah lain;

Polri adaluh Kepolisian Megara Repub-
lik Tndonesia merupakan alal negar
vang berperan dalam memelibars kea-
manan don ketertiban masyarakal, me-
negakkan hukum, scra memberikon
perdindungan, pengayoman, dan pela-
vanan kepads masyarakal dalam rang-
ka terpeliharanya keamanan dalam ne-

ger.

¢. Pelaku adolah yang melakukan, yang
menvuruh melakukan, yang turul sera
melakukan, dan mereka yong sengaja
menganurkan orang lain supaya mela-
kukan perbuatan.

d.  Tindak pidane merupakan suom dasar
dalam {lmu hukum terutama hukum
pidana yang dimana ditujukean sebagai
suata istilah perbustan yang melanggar

notma-norma  atay  aturan  hukum
yang berlaku di suatu nepgam.

e. Restorative juvtice adilah pemikiron
mendasar yang mencekup  berbagai
cmosi manisia ermasuk  penyentbu-
han, belas kasib, pengampunan, rekon-
siligsl scrta sanksi bila perlu (tidak
mesti di penjara).

L METODOLOGI PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memipakan stedi kasus di
Mesuji dan kasus Makam Mbah Prick, Tan-
jung Priok Jakama Utara, Penclitian inm bersi-
fat deskriftil analitis, deagan meoggambar-
kan persturan perundang-undangan yang ber-
laku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum
delam prakiek pelaksanasnnyn yang berkas-
tan dengan permasalthan yang akan diteliti.
Melalui metode ini, akan menpuraikan gam-
harnn mengenui fakia-fakia yang sccara nyila
terjadi- temtang penggunann diskresi Polr wr-
hadap pelaku tindak pidana berdasarkan resto-
rative fuxtice (keadilan restorsi)

B. Miode Pendckatan
Guna memperaleh jawnban dari perma-

salahan dalam penelitian i, maka penelitian

akan dilakukan dus pendekotan utama seka-
ligus, vakmi pendekatan yuridis sormanf dan
pendekatan varfdis sosiologis, Hal ini dimak-
sudkan guny mengevaluasi keterkaitm aspek
normatif dan aspek empins, meneliti {perpa-
duan) antara yeridis normanif dengan yuridis
sosiologis.

C. Sumber [

I. Data Primer mcrupakon dats vang di-
peroleh langsung dari- sumbemya me-
Ialui institesi Kepolisian Negara wila-
yah Kepolisian Dacrah Lampung, Ke-
polisian Daerah Metro Jakana Rays,
Instansi Pemeriniah  Provingi Dacrah
Khusus Ibukota Jakarta dabwn hal imi
Pemerintoh Dasrah Kot Administrasi
Jakartn Utara, Pemerintah Dacrah Pro-
vinsl Lempung serta tokoh masyarakal
terkait penelitian i

2. Data Sckunder adnlah data vang di-
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pemalel dar dokumen resim, buku -

miah vang terkait penclitian ini, hasil

penelition, peraturan perundang-unda-
ngan atay ketemtuan fain yang terbagi

a. Bahan Hukum Primer vaitu bahan
hukum yang mengikat seperti; Un-
dang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
ontang  Kepolision Negam, KLU-
HAP, KUHP, scita peraturmn per-
undang-undangan lainnya yang da-
put dijadikan dasar hukum formil
scoarn langsung.

b. Bahan Hekum Sekunder yaitu
membenkan penjclasan  mongenal
bahan hukum prmer seperti litera-
tur-literatur kepustakaan atan buku-
buku ilmiah terkait penclitian ind,
jurmal flmiah bidang ibmu huknn,
makalah ilmiah vang dipergunakan
dalam hahinn pemilisan penelitan.

¢ Bahan Hukem Tertier vaitu bahan
hukum vang memberikan perunjuk
terhadap bahan hokum primer dan
sekunder, contohnys Black's Law
Dictionary, eksplopede. dan Kamus
nian sejenisnya

I¥. Pengumpulan Darta
1. Penchian Kepustakaan {(Library Re-
search)

Palam metode mi penelitian ke-
pustoknon im dilakukan sdualuh dengan
mempelajari dan membaca buko-buku,
jurnal itminh hukam, peraturn peon-
dang-undingan yang terkait serts ba-
han bacaan lainnya yang berhubungan
dengan penelitian m, dolom rangks
untuk mendapatkan landasan teoritis
maupun bahan pustaka sebagai dasar
dalam melakikan peneliting dan penu-
lisan ini.

2. Penelinan Lapangan {Freld Research)

Metode penelitian mi yaitu dila-
kukan dengan mengumpuikan  data
langsung dan pihak yang berkompe-
len atau terkail penelitian ini, uniuk it
dilakukan metode wawancarn dengan
para pihak vang relevan,

3. Lokasi dan Populisi,

Roway F, Sample

8. Lokasi penclitian adalah di Jakurtu,
Mesuji Provinsi Lampung yang di-
mungkimkan dopat diperoleh kasus
terkail judul penelitian ini.

b. Populasi
Responden  dalam  penelilian  ini
adalah penvidik vang pemah me-
myvelesaikan  permasalahan  vang
bethodapan dengan hukum. Infor-
LR PETONIIGHN (Warg:n mas
terdini dorl Prakisl Hukum. Infor-
man Instensi Pemenintah terdin dari
pihak Kepolisian, Pepelition ini
menggunskon leknik  penentuan
sarnpne! ieg-rarickoy VAL parpedis
vie aoneling, karena sampel diten-
mkan berdasarkan  pertimbangan
dari penelii.

4. Alnt Pengumpulan Data

Adal pengumpul data dalam penelitian

i ackalah

8, Studi dokumen atau bahan pustaks

b, Pedoman Wawancara

L, hucsioner

E. Analisis Dita

Sebagni upeve unuk dapsm menjawab
atsy memecahican permasalahan yang dinng-
kat dalun penclitian ini. dilakukan suatu ana-
lists yang tormasuk dalam analisis deskrptil
kunlitatif (disesuaikankonsisien mctode pe-
nelition digunakan sepert; analisis secara k-
alitatil, kuantitanl ooy konten). Dimana se-
telah penpumpulan data dilakukan kemudian
dinnalisis, sehingus dapal ditasrik suntu kesime-
pulan yang dapat dipertanggungjawabkun-sc-
cara ilmiah. ™

Data yang diperoleh dor bahan hukum
primer berupa pemturan perondong-undangan
dan baban hukum sekunder berupa pendipai
ahli hukum prdana terkall konsep resforafive
Justice, dermbkian juga data primer yang diper-
oleh dan anpgota masvarakat, lembaga pene-
pak hukum, praktisi bukum dan rokoh masya-
rakat, disusun secara sistematis; kemudian
analisia sccarn Kuslitaif unmuk mendapatkan
gambaran mongenui ketentuan-ketentuan atau

B Fainaddin AN, (HMRL Marade Perelitin Hukum, Ju-
ket Sinar Gimfiko, hal 65
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uturan-sturn terkait penerapan Miskredi Kepo-
lisian berdasarkan Restorative Justice,

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-
HASAN

A. Konsep Diskresi Polri Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Melalul Peadekatan Kes-
torative Justice

I. Konsep Sanksi Pidana berdasarkan Res-
totarive Justice

Konsep diskresi Polri terhadap pelaku
tindak pidana melalni  pendekatan resfarative
Fustice dalam kapasitasnya schagni pencgak
hukum berdasarkan sistem peradilan pidana
yang melakukan tindakan hukum tohap awal,
konscp stratcgrnya Udak mengenal metode
pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Fe-
nerapan tindokan hukum melolui  pendekatan
berdasarkan restorative justice, diskresi Poln
menitikberatkan kepada konsep pemulthan un-
tuk tujian membunt segala sesuatunya menjadi
benar, serta mengakomodir msa keadilan vang
dikehendaks masyarakat,

Beberapa konsep dalam pendekatnn rex-
rorarive fustice ndalzh sebagal benkut.

o Restitusi (Penggontion Kerugion)
Dalam proses penvelesaian tindak pi-
dana melalup pendekatan  resrorodive
Justice, pelanggar diharuskan  uniuk
membayar kembali keruginn hagi -si
korban vang dopat ditempuh melabu
jasa-jasa atau berupa wang. honsep res-
titusi telah melembaga.

b, Program Kena Sosial
Dralam sanks: program kerja sosial di-
tekunkan balvwa pelanggar harus mem-
bayar kerugian tk langsung kepada
suami masyarakat melalui kerja bakti
(pekerjann tak dibayar) yang hermun-
faar bagi masyarakat.

€. Kompensasi terhadap Korban
Konsep pemberian dana  Kempensasi
terhadap korban dikenal sebagai pem-
bayaran terhadap korban yang menjadi
sustu bagian dari proses penyelesnian
tindak pidana, sckaligus menciplakan
kondisi yang lebih baik bagi korban
maupun bagi pelakn dan lingkungan-

nya, oleh pemnerintah atau oleh pihak
vang lan yang tidak benalian dengan
pelanpjaran.

12, Konsep Pemberian Sanksi Terhadap
Korporasi Berdasarkan Teori Rexposnsi-
ve Regulation

Komporasi' adalah pribadi hukum seba-
gaimana layaknva manusia yang dapat dimin-
tal peranggungjewabun batk secara perdata
maupun secara pidana Dalam hal korporasi
dimintai peranggungiawaban  pidana  maka
yang sering menjadi masalah adalah mengenai
kepads siapa respon pemanggungiawaban pi-
dananya difokuskan dan sanksi vang skan di-
jatuhkan agar Kelangsungan akiivitis korpomsi
daput tetap teraga sorta kerugian yang lebih
luns dapat dikindan. Pemberion sanksi tidak
terlepas dari tujuan dari suat pemidanan fer-
hadap subjck hukum pidann Dalam Konsep
hukum positif, sanksi merupakan akibat ho-
kum dun ndanyva susta pelanggaran vang dils-
kukan oleh subyek hokum, ditam hal ini omng
dan badan hukum.

Unink menyvikapd hal terschul dapat ili-
simpufkan, bahwa memperkenalkan suatu pen-
dekatan sanksi vang bersift restoratif dan
respaonsif sehagai alteroatif pilihian sanksi yang
dopat diterapkan terhadap korporast merapa-
kan hal yang perfu agar penvelesaian tindak
pidana korporust dapat direspon dengan lebih
buik dan maksimal sena tidak menimbolkan
masaiah sosial vene bans.

B. Peclaksanann Strategi Diskresi Polrl Ter-
hadap Pelaku Tinduk Pidana Berdasar-
kan Restorative Justice

Pendayagusuan  masyarakat  khususnya
korban untuk ikut seria dalam proses penyele-
saign tindak pidana boken hanya sermata-mata
untuk memberikan kesempatan atau keseimba-
ngan, tetmpi hal tersebut berkaitan eral dengan
proscs pencapainn makna keadilan itu sendin.

Pendekatan restoratil memoknai kesdilan ha-

nyn dapat dibenkan melalul Keterlibatan para

pihak dalam menyelesaikan suatu konflik yang
timbul akibat tindak pidana, dan bukan seki-

" Rachmaneo Tlyas, (2006), Kebbakmm Fubiit (Dalan
Perzpekef Peregakan fikue), Bandusg: Alummi, bal
&7
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dar pemennhan keadilan menurit kelentoan
perundang-undangan. Memberikan hak kepada
pelaku dan kerhan untik dapal menvelesaikan
konflik yang terjadi di aninrs merska. menzpa-
kan hal yang utama dalam pandangan pende-
kainn restoratif karena pendekntan restoratf,
memmandang  suat nndak pidana bukan -se-
mala-matn merggEikan susty pelanggaman ter-
hadap hukum negar tetapi merupakan suaty
perbuntan dan scseorang kepada omng lain
vang monimbolkon kerigakan dtau kerugian
vang hars dipolilkan.

1. Manfani Diskresi Polrd Terhadap Tin-
dak Pidans Berdasarkan Resverafive
Justice _

A, Penanganan konflik Kejahatan

Tupaan daser dan kampanye resios
retive fustice adalah uituk membangim fo-
rom baro dan proses yang banyak Kasus
kejahatan saat ini dan ditangani oleh forum
peradilan pidana koovensional dan proses
dapal  dwliikan balk pada mhap poa-
peradilan atay hukuman, Saish sty cin
khas utamn dian forum i dan proses bam
acdalah budhvws mereka . dimakdudkan otk
mempromaosikan hasil restormif, seperil re-
parasi membuabavakuen orng dan b
ngan, penyembuhan korban dan refnfegrasi
pelaku. Namun, revtorative justice juga
berbeda sccara prosedural dan proses pera-
dilan pidana konvensional. Dalam rangka
mempertienalkan pufing penting dorl per-
bedaan prosedural, bal i berguna uniuk
miemikirkan kejahatan dengan cara yung
diusulkan oleh para pendukung restorative
Justiee, vaing kenflik. Dilom banyvak keja-
hotun, sstu orang telab dirugikan, sccom
langsung atou tdak logsung, melalul tin-
dakan yvang silah. Parn pihak terluka me-
minta ganti rog atas kerusakon ini salah
Mereka mungkin ingin hukuman retribuif
amn merekn mungkin ingin restimusl atay
ganti rugt, tetapi datam hal baik, ada kon-
ik antora dua prhak atou lebab,

Scbush fitur dan pmscs resforative
Justice ndalah babwn permangkn kepenti-
ngan utnma mewakill din mereka sendin.
Jika mereka mengungkapkan perspeknl
restorarive fustice, pibak-pihak yang ber-

Romay I'. Sompis

konflik membuat aigumen sendird, mem-
perkenalkan fakia-fakis apa pun vang me-
reka msa hdak relevan, mengekspresikan
perasaan mereks tentang materf, dan lnin-
lain, Idcalwya semus pemongku kepenti-
mgan utang memdunkan perun akif dan
prtisepant.

Adapun alasan untuk proses resio-
ralive fustice sdnlul;

17, Proscs im dipandang scbogai hal
vang lehih covok doripads proaes
pidonn kowvenstonal unmuk mencas
pai tmjuun restoratif, seperti
kon kerusakan, rekonsiliasi pihak
yang bertikni don Keselnmatan pub-
hik.

2). Proses ini terfihat seperti memiliki
peotens]  untuk mencapal  berbagad
tujuan lain, termasok: meningkat-
kan peserin raga keberhasilan priba-
i don kuasa, menmgkatkan ke
mumpuan  partsi  terkunct dalam
konthik uniuk menpaku pibak lain,
dan meniigkstkan i percava di-
n, kapasias dun  kecenderungan
angeota biasa dan masyarakal un-
fuk menyele=nkan perselisihan me-
reka sendin dan menjaga ketertiban
meteka semdin

b. Pepcapainn Tujunn Hestoratil

Proscs restorarive fustice yang diper-
lukin daiam rangks untuk mencapai hasil
restoratil (xeh karena itu, jikn setclah pe-
laku mengakui kejahatan mercka welah di-
tangani melalin proscs resforative justice,
korban akan memilikl kesemputon untuk
menjelaskan kepada para pelanggar bagui-
ot kejaluiim i mempenganibi hicduge-
nyn dan dia akon mampy mengumgkeplan
perasaonnys tentang masalshnya

KEorban mungkin  1clab  mendengar
pelanggar mengunghkapkan penyesalan dan
menewarkan apa vang tampak sepert per-
nunlain maal yong mlus,

Korban mungkin telah mendengar
pelaku dan menawarkannya unink memba-
yar kompensasi don bekerja heras untuk
mendapatcan vang uniuk melakvkannva.

Korban mungkin telah  mendengar
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pelanggar meyakinkan korban bahwa me-
rekea tdak dendam dan balvwa mereka tidak

akan menycbabkan dia kesulitan lebi lan-
ut.

; Menunjuk pada aspek  keuntungan,
atay bahkan kebutuhan, dan proses reeis-
rative Justice untuk mencapai tujuan res-
torarif merupakan cary paling umum untuk
mencari pembenaran proses lerschut, Na-
mun, melalui snggepan bahwa proses res-
torative fustice adalah cara yang diimgin-
kan dalam menangani konfhik kejahatan
karcna memiliki potensi uniuk menimbul-
kan pertumbuhan moral dan rasa komum-
las.

Proses restoraiive justice pada pan-
dingan ini, lebih disukai bukan hanya ka-
rena hal tersebut merupakan cara terbaik
untuk mencapal juan restorative sepeni
perbaikan kerusakan dan pengurangan re-
offending, tapd karenn hisa menuai peluamg
bagi perkembangan maral dan pembangu-
nan masyarakat guna meredam konifik ke-
jahatan.

Pencapaian tujiean pendekatan berda-
sarkan restorative fustice, digadikan landa-
san diskresi Penyidik Poln dalam menye-
lesaikan tindak pidana terhodap pelaku ka-
sus i Mesuji dun kasus Mbah Priok di Ja-
karta. Dengan melibatkan banyak pihak
yang terkait kedua kasus lersebut, Penyidik
Polri berhasil menyelesaikan melalus pen-
dekatan berdusarkun rextoroitive fustice.

¢. Pengembangan maoral Restorative
Jusifee

CUerakan medissi yang lelah gueal
untuk memenihi potensi mengubah orang
menjadi lebils baik di tengab-tengah kon-
flik, hal tersebut potensial menciptakan
mediasi hara yang lebih potensial, sema
representatif dalam menyelesaikan konflik.

Pola restorative justice pads mula-
nya dipahami scbagul sebush proses trans-
formatif, yang kemudian selama beberapa
dekade terakhir semakin dipahami dan di-
prakiekkan schagai pola yang produkuf
dan proporsional dalam memecihkan kon-
flik dalam sustu peristivn tindak pidana,
maupun konflik sosal lainnya, yang mem-

pergunakan mediasi sebugal sammanyn

Merespon petuang untuk pemberdo-
vaan dan pengakuan. Desknipsi medinsi
pola rexiorciive justice dalam prakicknya
menjadi upaya uniuk mengubah sccarm m-
ikl tjiasen dan prakiik medissi

d. Peran masvarakat

Cin khas utama dan prosss resforad-
five fustice adalab bahwa hal it melibat-
kon pemangku kepentingan utama dalam
penanganan konflik mereka sendin. Dalam
percobaan awal korban dan pelaku mediasi
kecendenmgnnmyu adalab umuk meéngang-
gap bahws nerekas merupakan  korban
langsung dan pelaku. Nomun, banvak pi-
hak yunge boersmmpiidi tzrhadap desde revio-
ratfive juviice yang muncul dan percobaan
ini tetap dikritik oleh korban-pelaku medi-
asi karena terinho pribadi dan karena gagal
mialibatkan masvarakar.

Pada milanva Penvidik Polri dalams
menyelesatkan tindak pidann terhadap pe-
laky kesus di Mesuji dan kasus Mbah
Priak «i Jokaria, melalu pendekatan berda-
sarkan reitorative Justice kurang memper-
oleh respon, Karena dianggap minim mel:-
batkun masyarakal. Karcona i, salah sam
fitur penting yang sckarmng termasuk da-
lam rubrik resforative justice seperti konlie-
rensi kelompok kelvarga dan lingkaran
hukumnn addalah bahwa mercka meliba-
kan scjumtah besar dan lebih luss orang
mtan tekeh masyarakatl dalom proses seba-
gai stokeholder,

Meskipun gagasun melibatkan ma-
ayamkut dalam proses dimans konflik pi-
dana ditangani secara hati-hati (dalam me-
nyclesaikan tindak pidana terhadap pelaku
kasus o Mesuji dun kssus Mbah Priok di
Jakarta), pada akhimnya, ala beberapa ide
vang telnh divsulkan uniuk menuup ke-
senjangan antar ideal dan aktualitas.

Ada dua - alasan-alasan vang sangal
berbeda umtuk . partisipasi masyamkat da-
lam proses resiorative fustice dan ini se-
sual dengan pembenaran unfuk partisipesi
korban dan pelaku dalam proses, Pertama,
bahwa masyvarakat pelaku adalah eniias
yang paling kekuatan untuk mempengaruhi
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pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang
dia 12lah menyebabkan dan unmuk menahan
diri dan perilaku anti-sosial lebih lanjut,
dan jupn merupakan entitas vang dapat
memberikan  dukungan  yong pelanggar
perlu dalam upaya mercka unnik pergh -
s, Pendapal  Masvarakal, merupakan
sumber kKuncl untuk mcncapal [dpdan res-
toratif. Kedua, bagaimang pun., meltbatkan
muasyamknl dalam penanganan konflik ke-
jahatan antara anggotanva dipandang seba-
it cara untuk memberdayakan masvamkal
dalam sesuaty mengembangkan kemampu-
an inheren untuk mengatur din sendin.

. Anallsn terhadap penyvelesaian tindak

pidana melalui pendekatan Restorarhe

Justice

. Konflik Agraria di Mesuji, Provinsi
Lampung

Sehagaumuna diketahw babwa pera-
s perunding-undangen yang mengaluy
ientang  penanggulangan  nndak  pidana
karpornai di Indonssia lebih menggunakan
respon yang hersifat represif dun reveibunti-
vir, wallaupun dalam prakick laiwnyias tidek
mcnutup  kemungkinan dilakukannva pe-
nyclession melalei pendeksian yung ber-
sifil restorarive provsuanive scperti dalinn
penyclesain kasos Mesup.

Konflik, dalam masyarakal worga
Mozl Lempung Tongah yvang berkopan-
jadignn bal tersebot jusiiu bagl mssynmbai
Mesuji  diharapkan penvelesaian  secara
adat. Bagi Penyidik Pold hal tersebut me-
rupakan peluang memperpnnakan diskresi-
nva dengan pendekatan berdasarkan res-
forative flsfice.

Daimm hal ini, korban memainkan
peran yang ulama dalam proses penyele-
sainn masalah dan dapar mengajukan n-
mian sebagal kompensasi Kepoda pelaku
atau pihak T yang mgin mengiesei tanal
warga Mesuji, Singkatnya, untuk mene-

kankan pendekatan yang seimbang antara:

kepeniingan pelaku, korbim kugisnyn war-
ga Mesuji dimana . terdapat ianggungiawab
bersama antar para pihak dalim memba-
i kemball sistem sosial di magvarakal,
Keadaan yung terjadi di Mesuji,

Bowmy F. Simple

Lompung tepatnya o dacrah regestor 43,
Konflik antara petani dongan swasta yaitu
PT Silva Inhutani memperebuilkan fahoan
seluns 43000 hekiare di kawasan rogister
45. Bahkan sempaf wijudi kericulan yang
menyebabkon bebermpa korun meninggal
dari kalangan warga masyarakat,

Fakin-lakia nampaknyva telah mienon-
jukkan absennya negnin dalam mengatasi
konflik agmra waam. petan dongnn pe-
ngusahy. Sejutinyn Pemerinial vang mem-
pumyal otoritas dalom negara ind, memp-
nvai peran scbagai penengah pihik-pihak
vang berkanflik tersebut, Dalem: perkem-
bangan terakhir, kenfhik agrmra telah nmilai
metiadi ik perhatian pomenntsh, Berba-
gl usakn telah dilakukan oleh pemenniah
galah snumya dibenluknya Tim Gabungnn
Pencari Fakin don DPR, aksdermizi;, mam-
pun LSM wvang bermugas umtuk menelit
penyrbab  ferjadinye konflik dan  juga
maEmberikan rekomendesi-rekomendasi
terkaul penyelesainn masalah kontlik agra:
i terschii

Dapal disimpulkan dalam kisis kon-
flik. agrarin di Mesuji merupakan konflik
yang tetimdi antam dua kelas yaim kelas
Pepgusatie {kapiialin) denpan kelas petant
memperehulkan labantanal & decrab Mc-
suji Lempumg. Kooflik ini juga ndak ser-
Pepas it kebijakan peranalum ving dila-
oukan pemenntal di mass orde baru yang
cenderumg bersifal kapitalistik. Di sisi lain,
fil tersebur ineniivibulkon  kerdman bag
petani/masyamknt sckitar vang benahun-
b imevding Jdagrah tersebut dan welah
menganggap tanah temehit sebagal tanah
adat'ionsh dench movang mercka. Dualis-
me hukom aoars Bokum adat dan hakom
Nasionul fugs menjadi salah satu penycbab
konilik sgraria di Mesuji, karenn inosing-
masing piliak mengklaim labinn tersebur se-
sudl hukum yang morcks pegeng. Namun
karema MNegnra inl  merupakan  Megam
Konstitusional jelas Hukum Nasional lebih
didahubikan daripada Hukum Ada

Undwg-Undang No. 2 Tahun 2002
tentong  Poln, telah memberikan kewenz-
agan  kepads  Polri aofuk  menjalankan
fungsi pencgakian kum untuk menjgs

k]
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keamanan dan ketertiban masyarakat, d
sisi lain, UL) No. 2 Tahun 2002 jugs mem-
berikan rusng bagi masyarakat maupun
elemen lain untuk berkoninbus: menjags
keamanan dan ketertiban dalam negeni In-
donesia, berupa polisi khusus, penyidik
PNS, maupun bentuk-bentuk pengamanian
Swakarsa,
Dalum konek kasus terscbut diskresi
Polrt melaluil pendekatan berdasarkan res-
forative fustice, penyidik Poln melakukan
upayn melibatkan tokoh masyarakat, pars
pejabal pemerintah dan pihak yang terkait
dalam peristiwa lersebul, yang akhimys
restorafive fusiioe berhasi) me-
redam konflik di Mesuji Lampung Tengah.

b, Konflik Pemilikan Tanah “Makam
Mhah Priok™ di Tanjung Priok, Ja-
karts Uiara

Kronologi Peristiwa, berawal dan
perscalan senghketa lahan selung 5.4 Ha
antara FT Pelindo 11 dengan Ahli Wans
makam “Mbah Priok®, vakni terkant ada-
nva dua bukti kepemilikan, Pihak PT. Pe-
linda 11 dengan HPL No.l, sedangkan
Ahli Waris Makam Mbah Priok dengan
Verkla-ring/Bouwbewijs No. 1268/RB.
Dari aspek lcgalitas persengketaan dui
bukti kepemilikan belum ads keputusan
hukum vang bersifal imkrachi, vang
memberikan kepastian hukum aas kepe-
milikan lahan tersebul. Akhimya pensti-
wa bentrok terschut memuncak pada han
Rabu tanggal |4 Aprl 21000 yai pada
saal peneriiban lakan eks TPU Dobo ka-
wagan PT Pelindo I vang dilaksanakan
berdasarkan Instruksi Gubemur DKIT Ja-
karta Mo.132 th 2009,

Sejak  peristiwa  tersebul, proscs
medinsi vang tidak konjung berhasil se-
jak tahum 2000, Di lain pihak proses
pembangunan yang terus kian mendesak.
membuet PT Pelindo 1 mengambil lang-
kah penegnkan hukum kembah, yavig de-
ngan membuat Laporan Polisi pada tanpgal
& Jum 2001 2 kepada Polres Pelabuban Tan-
jung Privk terkait tindak pidana pasal 167
dan 385 KUHP wvaim mendeduki lahan
tanpa hak yang dilakukan olch pihak pe-

ngurus makam “Mbah Prok™ an Al Zac-
nil Abidin bin Abdul Rahman Alfaydrus
dan Abdullah bin Abdul Rahman Alaydras
i wrcal lahan makmn cksTPU Dobo. La-
poran terscbut dibuat atas dasar PT Polindo
Il merupakan pemilik tanah yang sah bet-
desarkan HPL ne.l /Koja Utara Tahun
1987, Sebelum pembuatan laporan pihak
PT Pelinda 1l telah mengirimkan somisi
untuk mengosongkan lahan scbanyak 2
{diin} kali mamun tidak diindihian,

Dalam perkembangannya dan penyi-
dikan vang dilakukan, penyidik telah mela.
kukan pemicriksaan terhadap 17 orang sak-
s yong terdin dasi saksi pelapor, pihak PT
JICT, Badun Penanahan Negara Jakorta
Ultira, Lurah Koja Utara, masyarakal scki-
tar makam. jamash makasm. seria keluargn
pihak makam,

Analisa doari fakts fersebnt serta
mempertimbangkan dan mencermati dari
inziden 14 Apnl mbion 2010, balwa lang-
kah penegakan hukimm atau aftran yang
bersifat represif dan koersif dinilai kurang
tepat didalam menghadapi permasalabun
vang berlatr belakung keyvakinan dan ke-
percayaan,

Berdasarka fakta sosiologs, kedu-
dukan Polres Pelabubzn Tamunyg Priok se-
baga penanggungawsh  keamanan )
lingkungan Melabuban Tamjung Priok di-
tunmt untuk dapat mengoptimalkan fimgsi
vang dimilik: Jdalam rangks menvelesdi-
kan permasalabon kooflik makam “Mbah
Priok": Tckanan terhadap urgensinys per-
muasalahan tersebut untuk dituniaskan da-
pil dipahami dan dimaklumi sehagai kon-
sekuensi logis doan dampak vang akan di-
timbulkannya khususnya terhadap aspek
pembangunan nasiondl.

Menyikapi hal tersehut, schagai ba-
gian dan perangkat aparatur pemering-
han, kecberadaan Polres Pelabuhan Tan-
jung Priok horus memiliki andil didalom
memberikan manfaat terhadap kepenti-
ngan immum kKhususnya kelancaran proses
pombangunan i lingkungan Pelabuhan
Tanjung Priok, salah sswunyn melalul upa-
yva penyclesaion  permasalaban  makam
"Mbah Priok™. Hal inipun dapat dinilai se-
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bagar sebuah "tantangan® menyanghut k-
gistensi- insmiiogi Kepolisian dalam tataran
hubungan inter departemen didalam kome-
nitss Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam  perkembangonnya, strategi
upiya penvebesaian sengkeia lnhan makam
"Mbah Priok®™ vang dilakukan olch Polres
Pelabuban Tanjung Prick yakni dengan
menggunekan 2 (dus) metode pendekatan,
yaitn pertama pendekatan pencgakan hu-
kum dan Kedun pendekatan dialogis,

Analisa dori kondisi terschut pihak
Malres Pelabuban Tanjung Priok
scpenubinya bahwa tangkah penegakan hu-
kum dalam permasalahan ini memiliki bha-
lasan, vang apabila dipaksakan urituk tetap
berjalan diprediksi okan meagancam tidak
terwujudnya hasil penyelesaian permasala-
han, khususnya didalam menjaga stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat di
lingkumgan Pelabnhan Tanjung Priok. Hal
ini tentunya bertolik belakang terhadap
pencapaian tugas pokok Kepolisian khio-
FusTiva sehagal pemchhars keamanan «dan
ketertiban masyarnkat.

(Hch karena i, Polres Pelabuhan
Tanjung Priok mengakselerasi pendeka-
tan dialogis schagai ujung tombak dalam
upaya penyelessinn permusalahunnya. Pen-
dekatan dinlogis atau raft power menge-
depankim strteg) koordinus don komuns-
kasi kepada kedua belah pihak serta piliak
terkait loonya dolom konteks kemitraan
guna mengaruhkan kepada pencapaian ja-
lan terbatk untuk semua pihak.

Kesepakatan Damai

Tindakan hukum diskresi Polri yang
dilakukan, yakni upiya mediasi para pi-
hak yang dilakukan oleh Tim Kerja Polres
Pelabmbiin Tanjung Priok. Pelaksangan
tersebut dilakukon sejak tanggal 12 Juni
2013 sampai tanggal |9 Juni 2013. Dar
aspek spiclogs dan psyikologis tenggak
wakiu tersehut merupakan titik kritis dari
upaya penytlesaimn permasalahan makam
“Mbah Priok"®.

Mengambil peran sebagai "pihak ke-
tiga™ dengan mempertemukan kedua belah
pihak yang bersengketa bukanlah hal vang

Raray F. Scopiv

mudah dilakukan, namun dengan scnanti-
asa menggelomkan semangar untuk me-
nyelesaikan pormasalzshan, rasa  saling
menghormati serta tidak menyentuh ranah
persoalan yong menjadi persengketaan se-
larma ini ¢ hak kepemilikan dan keyakinan/
kepercayann) akhimyz kedua belah pihak
sepakal untuk mengambil jalan tengah
yang terbaik guna menyelesaikan perma-
salahan ini,

. Analisa hukum kasos tindak pidana
ferkail lahan makam Mbah Priok

Bahwa upaya pendckaian sosiolos
g5 wrhadap para pilmk secam dialogis
melalui pendekatan restoratif vang dilaku-
kan olch Palri termyata berhasil secara da-
mai.

Babhwa pendckatan vang dilakukan
Poin, pada dasarnya merupakan langkah
kongkrit tindakan bukum “Diskresi™® Polri
sesuai ketenmean Pasal 7 Awat 1 (1)
KUHAP. Hal tersebut merupnkan bagian
dori “tindakan hukum™ dalam pencgakan
hukum, guna dipadukan dengan upaya pe-
laksanaan berdasarkan konsep “Restorarive
Justlee”, Adopun upiya “Dislogis . yang
berakhir Damai™, hal tersebul merupakan
upaya Paln yang dapat dikatagorikan ber-
hazil meyakinkan para pihak.

Bahwa, keberhasilin upaya mercsto-
rasi para pihak yang terkait peristiwa Priok
tersebut, namun wemyata tidak dapat meng-
hentikan upaya penegakan hukum, karens
penstiwa hukummyn bukanlah “undak pi-
duna sdusn™, Aninya, keberhasilan diskre-
i Polrl memadi mediator restorast kasas,
hanya dapast meng hasilkan “Upaya Da-
mai”, tetapl  tidak secara olomalis dapat
menghentikan kasus.

Bahwa, dalom kasus Priok guna pe-
nyclesaun yang ideal yaitu apabila peng-
punzan [Yiskresi Polr berdnendoan Resro-
rative Justice dapat menyelesaikan doa as-
pek, vakni penyelesaian secam soiologis
{dialogis, domai) serta penyelcsaian pene-
gakan hukum dengan cara SP-3 yang dila-
kukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung
Priok Jakart Uiars.

Bahwa untuk pencebitan SP-3 olch

a7
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Polres Pelabuban Tanjung Prick Jakaria
Utara dalam suatu peristiwa hukum pidana,
dasar hukumnya, hahwa peristiwa yang di-
sangkokan harus dikatagorikan Tidak Cu-
kup Bukti (TCB). Jika suatu peristiwa pi-
dang TCB, maka berdasarkan Pasal 109
KUHAP, kasus tersebut harus di SP-3 oleh
penyidik Polri.

Bahwa puna melakukan nndakan hu-
kom Diskresi Polri berdasarkan Restorari-
ve Justice, scperti dulam Kasus Priok secara
tuntaz, agar tidak terjadi beban hutang “pe-
negakan hukum”, idealnya, setelah upaya
dialogis *“Tamai™ berhasil, pihak “PELA-
POR™ mencabut laporanmya. Kemudian pi-
hak Penyidik Polr, diberi “Dasar Hukum®™
guna melegitimasi untuk melakukan “TTN-
DAKAN HUKUM™ berupa membual
“BAP TAMBAHANT, vang isinva, bahwa
"SAKSL KORBAN, TERSANGKA™ telah
mencabut ketermmgannys. Atas BAP Tam-
bahan tersebut Penyidik Polri mengeluar-
kon SP-3. Dengan demikion pihak penyi-
dik tidnk dipersalahkan mengeluarkan SP-
1 terhadap peristiwn pidann yang klasifi-
kasinya™ Tindak Pulana Adhan™,

Drari analiza terschut dapat disimpal-
kin bahwa dalam mewujudkan diskresi
Polri berdasarkan Restorative Justice ter-
hadap pelaku tindak pidana umum diperiu-
kan dosar hulam guna melegitimasi tinda-
kan dan upaya hukumnya. Dengan demiki-
an Polrl dapat melakukan tindakan hukum
guna kepentingan masyarakat hukum serta
kepastian hukumn tanps melanggar hukum.

. Komitmen Polri Melalui Pendeka-
tan Restorative Justice

Dipahami oleh jajaran Polres Pela-
buhan Tanjung Priok, babwa permaesala-
han makam “Mbah Priok" dengan scgala
dinumikanva yang terjadi merupakan sa-
lah satu bentuk koaflik sosial dengan latar
belakang yang bersifat multi dimensional.
Panjangnya sejarah penanganan dengan
melibatkan banyak pihak yang memiliki
beragam latar belakang kepentingan, me-
ngakibatkan tidak fokusnya arah penyele-
saian dari permasalahan utama dalam ka-
sus makam “"Mbah Prick” yaitu sengketa

lahan. Oleh karena itu berbagai altematif
pendckatan penyelesaian permasalaban i
menjadi hal yang harus dikelola dengan
tepat, sehingga mencapal ujusn yang di-
harapkan,

Implikasi Yebih jauh duri kesadaron
perspektil permasalahim adulah mencm-
patkan hukum sebagai scbuah gejala so-
sial, Pengertumnyn, hokum bukan "harga
nuiti™ vang dipandang sakral bagi penyoe-
lesaian persoalan kemasyarakslan atau
konflik sosigl. Huokum sebagm genls so-
sial disebut sebagai "hukwm yang hidup™
lstilah "hokmm yang hidup® ini uniuk
menggambarkan pela penilaku akieal da.
lam masvarkat. Balwwa setisp aspek atsy
clemen dalam masyarakal dan  institusi
yang menjakankan kontrol sosial adalah
aspek vang bersifal “legal®. Dengan sendi-
rinva secara substantil menghindarkan de-
fimisi huknm yang selalu werkait dengan pe-
merintah atau negara, Menempatkan hu
kum sebagai “proses yang berperak” sccam
substantif berarti juga memposisikan mem-
bagi beban kerjn Kepolisian ke masymakal
{responyibility-shared). Akhir don proses
im merupakan relasi yaog sinergls antara
institusi Kepolisian dengan elemen-clemen
di dalam masyarakat yang secam fungsio-
nal mememmban tugss vang sama. Proses
tersebut berani pengoatan pada sisi legii-
must Kepolisian, termasuk pola pendckatan
dalim melakukan diskresi berdasarkan res-
FOFEiive JTaalice,

Mengmpatkan hokwm sebagai pejala
sosial memberikan fmplikasi pada dus di-
migns: secara sekaligus bagi Kepolisian do-
lnm merespon konflik.

Pertama, menempatkan hukum se-
bagat gejala sosial berarti cenderung mem-
berikan cara pandang kritis lerhadap hu-
kum schagai alat penyelesaion personian.
Pade aspek terschut memperjelas bahwa
Kepolisian merupekan  instrumen  resmi
yang dikonsiniks) negara. Hubungen kelu-
asan diskresi Kepolisian dengan tradisi sis-
tem hukum yang "legalistik" bersifat terba-
lik. Keketatan terhadap penggunaan instri-
men hukum (legalistik) bagi penyelesaian
konflik dalem masyarakal berarti memper-
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sempit ruang diskresi i sandin,. Semmi-
mvis ruany diskresi Kepolisian berarti pula
terbatasnya tafsir bagl Kepolisian dalam
melakukan tmdakan hukum,

Kedun, menempatkan hikum seba-
gni gejela sosial berarti juga mempercayai
adunys mekanisme vong bekeérja  dnlam
masyarakal dalam kerangka penyelesainn
konflik. Mevioretive fustice berhasil dilaku-
kan oleh Polres Pelabuban Tanjung Priok
dengan menghasilkan solusi “Perdamaian™
Pendekaton dialogis bisa merupikan bag-
an dan rexioralive fusilce,

Peéndekatan rextorative fusiice me-
rupakan upaya hukum di luar pengadilan,
prinsip tndakannya diarehkon pada pemuo-
lihan hubungan pihak-plhak vang terlibar
dalam konflik, asss yang dijunjung dofom
proscs werschul adalah pads reintegrasi so-
gial dnn peliku pelangeam masyarakal
yvang mengilomi konflik (lcrmnsek koja-
hatan) dan. perbaikan material dan simbo-
lis terhidap korban dun masyarakat

3. Faktor Penghambat Dalam Penecipan
Diskresi Palri

Diskresi yang dilakukan dafam mcna-
ngani berbagm masalah atau pelmggaran ha-
kum tidak sda sturen ston batasan vang jelis,
schingga sering menyimpang dan ketentuan
atau prinsip dan diskresi

Pertama, dalam pelaksanaon  diskresi
vang dilakukan oleh polisi adalah bersifat in-
dividual oleh petugas polisi di lapangan, dan
vang menjadi dasar adalah apa yang diketahu
stau dimengerti oleh petugas di lapangen yang
dianggap benar.

Kedus mcropakan kebijaksanasn dan
buokras vang berlaku, dan menjads pedoman
dalam melakukan tindakon diskresi dalam or-
ganizasi. Pelaksanpan bhukum sccarn sclcknf
mgrtpikan beniuk diskresi birokmasi diman
pengambil kebippksanaan kepolision menenty-
kan prioritas organisasi kepada pars petugas di
lapangmn. Ditinjsu dari aspek hukum pidung
formal, tindakan Polisi untuk mengesamping-
kan perkara pidana tidnk bisa dibenarkan be-
gitn saja, karena sifat hikom pidona yeng tak
kenal kompromi. Sedangkun alasan-alasan so-
siologts yang biasa digunakan dalam prakeek,

Ranay F. Seanpie

bersila subjekod dan sangal smussional, dan
i memerlukon landasan hukum yang togas
agar ferdapal kepastian hukum, baik bagi pe-
nyidik mawpu bag masyarakat,

Ketlgn, Kepolisian dibadspi oleh berba-
gmi keterbamsan, Muolal dan kcterbatasan sym-
berdoyn sampai dengan  komploksias tugas
Kepalistan. Schimggn untuk menyuisati keber-
hasilan tugnsnya harus merabul strategt dan
tindakan kepalisian, yai dengan mengmltit-
kan kerjasama antara Kepolisian dan masvara-
kat dalam menvelessikan kejahatan don masa-
Inh sosial yang tmbal Huburgan kerjasamn
omtmra Polisi dengan masvamkst harus- diba-
ngun sodemiloan mopa, schinggs tercipta hu-
bungan yung ideal, waliupun pada kenyatain-
nya hubungon tersebnl sangat dipenganihi oleh
kondisi musynmint, stukiur organisasi, dom
fungsi tugas Kepolisian

Keempat, lisny diskresi membuka pe-
loang wntuk ponvslihgimasn  woewenang don
pelanggaran. Hal ini jelas perlu diantisipasi de-
pigkn peemganron yang tebih ringi, lmitanf, dan
memuliki wlok ukur yang obyektif umuk me-
nilai bagal-mnna aparat penegak hukum tem-
tama Kepalisian hanis memalankan tugas don
WEWEnEIZIYa

Kelima, sgimma im diskres) apamt pone-
gk hukurm sl besar dan belum dissral
tolok ukur yang obyektil dilam peinksanasg-
nya. Hal ini dapai dilihat misalnya dalam dis-
kresi vang Juas don subyektif bagi Penyelidik/
Penyidik/Penuntul Umom/Hakim untuk  mie-
nigartikan “hukti vang cukup, sda Kekhawat-
ran tersingkatendikws melanikan din,  ata
menghilongkan alu bokli menahon”, sebagai
dasar penahanan fersangka atau terdakwa,

V. PENLTLP

A Resimpulan
I, Bonssp diskredi Polri terbhadap pelaku
tindok pidmin bendpsarkan restorafive
justice adalah dengan cora melakukan
reformasi Poln berkaitan pelaksanaan
diskresi yany telah distur dalum pasal 7
aval (1) burl § KUHAT dag pasal 16
dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002, Keberanian Penvidik Polri
umtuk mengumbil kepumisan  mielaku-

G
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kan diskresi Pold techadap peloku tin-
dak pidana harus berdasarkan restoratl-
v fustice hukan untuk kepentingan pn-
l'.ﬂlih_ Tujuannya untuk pemulibun kor-

: F:ﬂunzﬂ ihiskresi Poln terhadap pelaki

tindak pidana berdazarkan restorafive
Jjustice dikarenakan belum ada dasar
hukum perundang-undangan vang me-
legitimasi tindakan hukum penyelesai-
an proses penyidikan tindak pidana me-
lalui pendekatan  restoraiive  juasiioe,
meskipun  memberikan  kemanfaatan
bagi keadilan masyarakal, diantaranya
dengan penanganiin konllik kejahatan,
pencapaian Lujuan restorative, pengem-
bangan moral dan kekuatan masyambat
serta adanya peran masyaraksl. Oleh
karena ity diskresi Poln diperlukan on-
tuk melakukan penvelesaian sebunh
proscs penyidikon tndsk pidanz @npa
melalui sidang pengadilan dengan pen-
dekatan restorative fustice. Dengan de-
mil:ium peyidik Polri harus  berani

n kewenangan  disknesi
Pﬂin untuk membenkan rasa keadilan
vang substantif melalol  pendekatan
restoraiif fustice dalam mencari solusi
cerdns . terhiddap penyelesaian  proses
penyidikon yang dianggap selcsai oleh
korban dan pelaku melalu sebuah per-
damaian,

. Stategi diskresi Polrl terhadap pelaku

tindak pidana berdasarkan restorafive

frestice ado duea, yaihe

a. Stratept  diskresi puln diengrun
menggunakan  prinsip  permulihan
dan bukan penghukuman, sehingga
dizkresi Poln yung dilakukan horus
berdasurkan  pertimbangan  bahwa
pemuilihan korban yang melibatkan
pelaku elah mendapatkan  perda-
maian diantara korban dan pelaku,
Contohnya ndalali: penanganzn ka-
sus pencurian helasun tandon -
sang i Cilacap, kasus nenek Ras-
minah yang dituduh mencuri piring
dan bahan baku sop manjikanya,
kasus pencurian Kakao oleh nenck
Aminah di Purwokerto dan pena-

nganan kasus tndak pidena ringan
lainmyn vang dilakukan restorarive
fuiice i tingkat pengadilan.

b. Strategi Diskresi Polri  dengan
menggunakan prinsip mendahulu-
kan pemulihan  dan  penjaiuban
sunksi  bersifal  memulihkan dan
memauhi sanksi pemenjaraan, dila-
kukan terhadap kasus-kasus yang
berdampak besar dan luas scria
membutuhkan peran sera pemerin-
tah dacrah maupun pemerintah pu-
it dalam penyelesatan permasala-
han pokok dan mendapaikan perda-
maian antara pihak pelaku maopun
korban. Conlohnys adalah:  penve-
lesaian kasus Mesup di Lampung
dan penvelesaian kasus Mbah Priok
di Jukaria Utarm,

H. Saran

b

Masyarakat perlu  dilibatkan  melalui
ranspamnsi penerapan Diskresi Poln,
Medis massn dopat mengadi penguat
transparansi pencrapan Duiskres: Polri,
sekaligus memperkuat kultur  hukum
untuk mendukung realisasi  Dhskresi
Polri terhadap pelaku tindak pidans
berdasarkan Restorative Justice.

Perlu kesamann cam berpikir antara Pe-
nyidik Polri, Jaksa Penunnt Umuom
don Hakim tentang pentingnya Diskres:
Polri terhadap pelaku tindak pidana
berdasarkan resforative Justice. Dengan
demikian Penyidik Polrl dapat mene-
rapkan [hekres: Polr secara beriang-
gung jawab dulam pengawisan yang
melekat.

. Perlu memperkual peneripan RJ dalam

KUHAP yang bharu. Sementara RJ be-
lum diatur secarm jelas selain Undang-
Undang Perlindungan Anak, maka pe:
nerapan diskresi Polri terhadap Pelaky
tindak pidana berdosarkan R1 harus
menjadi peluang untuk memberikan
keadilan substantil dalam proses penyi-
dikan olch penyidik Polri.

Unuk memperkecil perbedaan
vizi dan misi penerapan diskresi ber-
diusarkan restorarive justice dibanding-
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kan dengan sistem peradilan pidana pa- ~sutan suaiy tndak pudana: berdasag-
da umumnya maka diperlukan tinda- kan kewenangan diskresi yang di-
kan-tindakan berikut, i likinym.

o, Sosialisasi mengenal dainpitk posi- ¢. Penggalangan dan penivediaan dana

tif pencrapan diskresi berdasarkan
restorative fustice dalam penyvele-
saian tindak pidana sebagai altermn-
tif dan sistemn  peradilan  pidana
vang ada.

. Himbavan dan dorongan werhadop
para penegak hukum agar dirinya
berinisiatil atau berpekarsa uniuk
penerapuu diskres) bBerdasarkan rei-
rrative fustice & dalam. penyele-

pembiaynan untuk pencropan im-
plementasinya  dengan mendirikan
proyek-proyek . percobuan  dpifor
prevect) baik dolam liogkap ndak
pidena anak-anak stog remajs, de-
wisa maupun tethadap tindak pida-
na kompaorast dengan melibatkan pa-
ra aparat pencgak hukwm, kaum
shademisi, pelaku, korban, dan ma-
syarakal luas.
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